
IF

BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR IO TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI NATUNA,

bahwa pada sarana pelayanan kesehatan

terdapat kekosongan sumber daya manusia

kesehatan;

bahwa untuk menarik minat sumber daya

manusia kesehatan bersedia di tempatkan pada

sarara pelayanan kesehatan yang secara

geografis sulit dijangkau maka perlu rangsangan

penambahan insentif dengan besaran insentif

berdasarkan kategori puskesmas, kategori

wilayah perbatasan dan kategori daerah yang

sangat kurang diminati;

bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

l23l Tahun 2AOT tentang Penugasan Khusus

Sumber Daya Manusia Kesehatan bahwa insentif

dari pemerintah daerah sebagai tempat

b.

c.

penugasan sesuai ketentuan

Perundang-undangan;

Peraturan
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d' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud daiam huruf a, huruf b dan humf c,
perrtl rrrenetapka* peratusa* Bupati Tentacrg
pemkrian fnsentif, Bagi $umber Daya Manusia
I{esehatan iton pegawai Alegen Siprl;

Mengingat : 1. I"Indang-undang Nomor s3 ?ahun 1999 tentang'r Pembentukan Kabupaten petalarran, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

t Siak, Kabupaten Karimun, Xabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Sin$ngl, dan
Kota Batam (kmbararr Negara Republik
Indonesia Tahun 1gg9 Nomor AgO2l
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undaag_Undang Nomor A4
Tahun 2OOg tentang perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor SB Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singrngr, dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOg Nomor 1O7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSgO);

2- undang-und*rrg Nomor 36 Tahun zoag tentang
Kesehatan fl,embaran Negara Repuhtik Indonesia
Tahun 2OOg Nomor 144, Taurbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O63);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZOL4 tentang
Pemerintahan Daerah fi,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor SSST) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang_Undang
Nomor 9 Tahun 2O1S tentang pembahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2AL4
tentang pemerintahan Daeratr (Iembaran Negara

FImFrOmDillffi r
;NENE.DMT t

HHEI E r't
I' t: lv
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Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor Sg,

Tambahan Lembaran Negara" Republik Indonesia
Nornor 5,6?9);

UndangUndang Nomor 36 Tahua ZAl4 tentang
Teaa.ga Kesehatan frmbaran .nlegara Repub&k
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56O7);

Undang-Undarg Nomor 11 Tahun ZA2A tentang
Cipta Ke4a {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nornor L2 Tahun 2O1g

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Iembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2A19 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor lZSl
Tahun 2OO7 tentang Penugasan Khusus Sumber
Daya Manusia Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor t23S
Tahun 2OOT tentang Pemberian Insentif Bagi
Sumber Daya Manusia Kesehatan yang

Melaksanakan Penugasan Khusus
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pelayanan

Kesehatan Di Fasilitas pelayanan Kesehatan

Kawasan Terpencil dan Sangat Te4rencil {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Arc
Nomor 16);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4g
Tahun 2A19 tentang Pusat Kesehatan

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia
Talrun 2OL9l;

5.

6.

7-

8.

9.

10.
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11. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana lnduk

Perrgelola Perbatae,asr Nega.ta Ta.lt,:.rt 2O1 5- 2O 19;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan

Susunan Peranglat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2076 Nomor 6)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna

Nomor 9 Tahun 2OLB tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna

Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2Ot8 Nomor 9);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2O2O

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

Dinas Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2A2A Nomor 4);

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2O2A tentang

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Natuna (Berita Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2O2A Nomor 39)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Nomor 39 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3

Tahun 2O2O tentang Pembentukan Unit

Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan

Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Natuna;

MEMUTUS$N:

PERIMURUV BUPATI NATUNA TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI SUMBER DAYA

MANUSIA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

13.

14.

Menetapkan :
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusarl

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

otonom.

3. Bupati adalah Bupati Natuna.

4. Penugasan Khusus adalah pendayagunaan

secara khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan

dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan

akses dan mutu pelayanan kesehatan di sarana

pelayanan kesehatan yang berada di daerah

terpencil, sangat terpencil, tertinggal,

perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, daerah

yang tidak diminati, daerah rawarl

bencartaf mengalami bencana dan konflik social.

5. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang

selanjutnya disingkat SDMK adalah tenaga

kesehatan dan tenaga non kesehatan yang

beke{a di bidang kesehatan.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya

di sebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis

dinas yang melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan atau kegiatan teknis penunjang

Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di

sebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaya

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan

perseorangan tingkat pertama, dengan lebih

mengutamakan upaya promotif dan preventif,
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untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tinggrnya di wilayah kerjanya.

Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya

disebut non-PNS adalah pegawai yang diangkat

untuk jangka waktu tertentu guna

melaksanakan tugas pemerintahan dan

pembangunan yang bersifat teknis profesional

dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan organisasi dalam kerangka sistem

kepegawaian.

Indexing Insentif adalah teknik untuk

menentukan besaran score Insentif yang

diperoleh individu sumber daya manusia

kesehatan non-PNS.

Insentif adalah tambahan pendapatan bagl

pegawai yang besarannya bisa berubah-ubah

sesuai dengan kineq'a pegawai yang

bersangkutan.

Hari adalah hari kerja bagl sumber daya

manusia kesehatan non-PNS.

BAB II

PENUGASAN KHUSUS

Pasal 2

Penugasan Khusus SDMK dilaksanakan untuk

memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

perorangan dan masyarakat di daerah terpencil,

sangat terpencil, tertinggal, perbatasa-n,

pulaupulau kecil terluar dan daerah yang tidak

diminati.

Penugasan Khusus SDMK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna

meningkatkan akses dan mutu pelayanan

kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat di

daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan,

daerah bermasalah kesehatan, dan daerah lain

8.

9.

10.

11.

(1)

l2l
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untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada

masyarakat.

Pasal 3

(1) SDMK yang mendapat Penugasan Khusus adalah;

a. SDMK non-PNS yang diangkat oleh Guberrrur

Propinsi Kepulauan Riau, Bupati, dan Kepala

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan.

b. SDMK non-PNS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a yang penempatannya di;

1. UPTD Puskesmas

2. Pondok Bersalin Desa

3. Fuskesmas Pembantu

(2) Status Kepegawaian Penugasan Khusus SDMK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah

non-PNS.

Pasal 4

(1) Kualifikasi dan Unit Penugasan SDMK non-PNS

dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3)

meliputi:

a. UPTD Puskesmas;

1. tenaga kesehatan:

a) dokter umum;

b) dokter gigi

c) apoteker;

d) analis kesehatan;

e) ners;

0 rekam medis;

g) fisioterapi;

h) tenaga kesehatan masyarakat;

i) promosi kesehatan;

j) perawat;

k) asisten apoteker;

1) bidan;

m) Stzi;
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n) kesehatan lingkungan; dan

o) penunjang kesehatan.

2. tenaga non-kesehatan:

a) administrasi;

b) tenaga kebersihan;

c) supir;

d) juru mudi; dan

e) pramu.

b. Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin

Desa dan Pos Kesehatan Desa;

a) bidan; dan

b) perawat;

c. UPTD Instalasi Farmasi.

1. tenaga kesehatan:

a) apoteker; dan

b) asisten apoteker;

2. tenaga non-kesehatan:

a) administrasi;

b) tenaga kebersihan;

c) supir;

d) juru mudi; dan

e) pramu.

{2) Kepada SDMK yang melaksanakan penugasan

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diberikan insentif.

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 5

Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat

(21, tidak diberikan kepada SDMK non-PNS yang

sedang menjalani proses tindak pidana dan telah

ditetapkan sebagai tersangka.
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Pasal 6

Insentif bagi tenaga kesehatan dibayarkan, jika

memiliki surat tanda registrasi danlatau
memiliki serffikat kompetensi.

Tenaga kesehatan yang strrat tanda registrasinya

dinyatakan tidak bertaku Lagl, diberikarr

kesempatan paling larna 1 {satu) tahun sejak

peraturar ini di tetapkan.

Pasal 7

t1) Terhadap SDMK non-PNS yang cuti tahunan,

crrti bersalin, cuti sakit dan cuti alasan penting

dapat diberikan insentif sebagaimana dimaksud

dalem Pasal 4 ayat{2).

{21 Insentif tidak diberikan untuk SDMK non-PNS

yang cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 8

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pemotongan dalam

hal:

a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah

berdasarkan laporan kehadiran {absensi} dipotong

sebesar 3olo (t^iga persen) setiap hari dari 4ff/o

(empat puluh persen) beban kerja; dan

b. tidak masuk keda tanpa keterangan yang sah

selama 7 hari berturut-turut berdasarkan laporan

kehadiran (absensi) dipotong sebesar 5O% (lirna

puluh persen) dari 4Oo/o (empat puluh persen)

beban ke{a.

c. sumber daya manusia kesehatan non-PNS tidak

memiliki perjanjian kerja atau sasa.ran kerja

dalam 1 tahun (dihitung mulai dari Terhitung

Madai Masuk Ke{a} di potong 1OO% {seratus
persen) dari 600/o {enam puluh persen) kinerja.
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d. Insentif tidak diberikan apabila, tidak hadir tanpa

keterangan terakumulasi selama 14 {eapat belas)

hari da.:a dikerrai trr*ku.ram.r* dieiplirr draga.n.

EAB IY

KEWAJIBAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 9

Sumber daya manusia kesehatan non-PNS

berkewajiban:

a. melaksanakan tugas pekerjaan yang telah

diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya

dengan penuh rasa tanggung jawab.

b. bekerja dengan jdur, tertib, cermat dan

bersemangat untuk kepentingan negara.

c. mentaati jam kerja.

d. menciptakan dan memelihara suasana kerja

yang baik.

e. menggunakan dan memelihara barang-barang

milik negarra dengan sebaik-baiknya.

f. bertanggung jawab kepada atasan langsung.

BAB V

PENETAPAN BESARAN INSENTIF

Pasal 1O

Penetapan besaran Insentif diatur dengan cara

Indexing.

Indexing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. kategori wilayah Puskesmas, meliputi:

1. Puskesmas di wilayah perkotaan

2. Puskesmas di wilayah pedesaan

3. Puskesmas di wilayah terpencil

4. Puskesmas di wilayah sangat terpencil

(U

{21
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kategori wilayah pusat kegiatan stragtegis

aasioaal,meliputi:

1. pusatkegiata* etsategie naslorral darat

2. pusat kegiatan strategis nasional laut

3. pusat kegiatan strategis nasional prioritas

kategori daerah kurang diminati;

1. Puskesmas induk, meliputi:

a) tinggr

blsedang

c) kurang

d) sangat kurang

2. Puskesmas pembantu/pondok bersalin

desa

a) tinggi

1. jarak sarana kesehatan dengan

Puskesmas induk kurang dari

7 {tujuh) kilo meter;

2. rnudah diakses dengan transportasi

darat dengan waktu tempuh kurang

dari 15 {lima belas} menit; dan

3. masih satu daratan dengan

Puskesma.s induk.

b) sedang

1. jarak sarana kesehatan dengan

Pr.rskesmas lebitr dan 7 {tujuh) kilo

meter;

2. mrrdah rtiakses dengan transportasi

darat dengan nraktu tempuh lebih

dari 15 tlirna belas) menit;

3. masih satu daratan dengan

Puskesmas induk-

c) kurang

1. jarak sarana kesehatan dengan

Rrskesmas lebih dar. 7 {tujuh) kilo

meter;

2. sulit diakses dengan transportasi

darat;

b.

c.
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3. masih satu daratan dengan

Puskesmas induk.

d) sangatkurang

1. jarak sarana kesehatan dengan

Puskesmas lebih dan 7 (tujuh) kilo

meter;

2. hanya dapat diakses dengan

transportasi laut dengan waktu

tempuh lebih dari 15 (lima belas)

menit;

3. terpisah pulau dengan Puskesmas

induk.

d. kualifikasi pendidikan;

kualilikasi jenjang pendidikan yang dimiliki

sumber daya manusia kesehatan non-PNS.

e. status pegawai;

kualifikasi status pegawai yang dimiliki

sumber daya manusia kesehatan non-PNS.

(3) Nilai indeks, rumus penghitungan index dan index

faktor pengali untuk besaran insentif tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati' ini.

Pasal 1 1

Besaran Insentif dihitung berdasarkan rumus indexing

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagran tidak terpisahakan dari Peraturan

ini.

Pasal 12

Besaran nilai insentif yang diberikan kepada SDMK

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Besaran nilai insentif yang diberikan kepa.da SDMK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan

dari bulan januari sampai desember dan dievaluasi

setiap 6 (enam) bulan.

(u

{21
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Pembiayaan dalam

pada;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pemberian Insentif di bebankan

a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Kepulauan Riau;

b. Angaran Pendapata:r dan Belanja Daerah

Kabupaten Natuna.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati irri mulai berlaku pada tanggal

dir:rrdangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Natuna.

ls {at/uan %U

HAMID RTZAL

?
N(

* epnrrn DAERAH KABUpATEN NATUNA TAHUN 2o2t NoMoR l,

Diund3ngkan di Ranai

pada tanggal lS QouncLrr:n W?t

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATU -"/

Ditetapkan di Ranar

HENDRA KUSUMA

#

?AilAFr(ffiDu/ls
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I.AMPTRAN

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR IP TAHUN 2A2I

TENTANG PEMBERTAN INSENTIF BAGI

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NON

PEGAITAI NEGERI SIPIL

A. INDEX DASAR BERDASARKAN KATEGORI PUSKESMAS IKPU)

NO , I(ategori Ptrskesmas lndex

1

2

3

4

Perkotaan

Hesaan
Terpencil

Sangat ?erpencil

o

I
2

3

B. INDEX DASAR BERDASARKAN KATEGORI PKSN {PKSN}

C. INDEX DASAR BERDASARKAN PEMINATAN DI PKM INDUK (KPE}

D. INDEX DASAR BERDASARKAN PEMINATAN DI PUSTU/POLINDES

NO Kategori PKSN Index

1

2

3

PKSN DARAT

PKS]YIAUT

PKSN PRIOTITAS

o

l
2

NO Kategori Peminatan Index

1

2

3

4

Tinggl ( Puskesmas Ranai, Instalasi Farmasi)

$edang (Puskesrras Tr4rrrg, Puskesmas

Bunguran Tengah, Puskesmas Bunguran Selatan,

Puskesmas Batubi, Puskesmas Sedanau,

Puskesmas Kelarik, Puskesmas Pulau Tiga,

Puskesmas Pulau Tiga Barat, Puskesmas Midai)

Kurang (Rrskesmas Subi)

Sangat Kurang {hrskesmas Pulau Laut}

o

1

2

3

No Wilavah fW) Index
1 lVilayah I

a. Puskesmas Ranai

1. Pustu/Polindes/Poskesdes

Tinggi {Kelurahan Ranai, Kelurahan

4
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Ranai Darat, Kelurahan Bandarsyah)

2. Pustu/Polindes/Poslresdes

Seda;ag (Desa Batu GaiaJ:r., D€.Ea

Seprnpang, Desa Sungai UIU|

Puskesmas Tanjung

1. Pustu/ Polindes/Poskesdes

Tingg (Pustu Limau Manis, Poskesdes

Limau IvIanis, Poskesdes Taqiung)

2, Pustu/Polindes/Poskesdes

Sedang {Pustu Pengadah, Pustu Sebadai

[.]1u, Poskesdes Ceruk, Poskesdes

Selemam, Poskesdes Kelanga.

Puskesmas Bungural Selatan

1. Pustta/PolindeslPoskesdes

TingS (Pustu Cemaga, Poskesdes

Cemaga Utara, Poskesdes Siaggang

Bulan, Polindes Batu Bayan)

2. Pustu/Polindesl Poskesdes

Sedang {Pustu Setengar, Polindes Pian

Padang)

Puskesmas Bunguran Tengah

1. Pustu/Polindes/Poskesdes

Tinggr {Pr.lsfu Harapan Jaya, Polindes

Harapan Jaya)

2. Pustul Polindesl Poskesdes

Sedang {Pustu Tapau, Pustu Air Lengit,

Polindes Air Lengit, Polindes Tapau)

b.

c.

5

4

5

+

5

4

5

2 Wilay'ah II

a. h.rskesmas Sedanau

1 . Pustu/ Polindes/ Poskesdes

Tir'€gi {Poskesdes Penyoag}

2- Pustu/ Polindes/Poskesdes

Sedang {Pustu Melcar Jay4 Pusfu BinS'ai,

Pustu Pian Tengah, Pustu Selaut, Pustu

Segeram)

b. Puskesmas Kelarik

4

7

;TiTFKffiRDIM n
SNEINBDB#
SHEI a
II 7t- \i
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1. Pustu/ Polindes/ Poskesdes

"inggi 
{Pustu Ulu ?imur, Pustu Air Mali,

Pustr.r Ke.larik Terrga.tr., Pt&strr Kelarik

Utara, Rrstu Belakang Gunung, Pustr-l

Gunung Durian, Rrstu UIU ?angah)

2. Pustu/ Polindes/ Poskesdes

Seda:rg (Pustu Teluk Buton)

3. Pustu/ Polindes/Poskesdes
, 

Sangat Kurang {Pustu Kelarik Ba-rat,

Pustu Seluan Barat)

c. Puskesmas Pulau Tiga

1. Pustu/Polindes/Poskesdes

Tingp {Pustu Sabang Mawa6g Barat,

Pc,skesdes Tehrk lfietarn.)

2. Pustu/ Polindes/ Poskesdes

Sedang {Pustu Sabang Mawaag}

3. Pustu/Polindes/Poskesdes

Kurang (Poskesdes Serantas, Rtsfir
Serantas)

4. Pustu/ Polindes/ Poskesdes

Sangat Kurang (Pustu Sededap, Pustu

Teluk Labuhl

d. Puskesmas Pulsu Tiga Barat

L. Pustu/Polindes/Poskesdes

Tinggi [PusEu Setumuk, PusEu Sepasir,

Polindes Selading!

e- Rrskesmas Batubi Jaya

1. Pustu/ Polindes/ Poskesdes

Tinggr (Pustu Gtrnug Ptrtri)

2. Pustu/Polindes/Poskesdes

Sedang {Pustu Sedanau Tirnrrr, Pustu

Sedarat Baru- Poskesdes Semedeng !

Wilayah III

a. PuskesmEr.s Serasan

1. PusfulPolindesf Poskesdes

Tinggr (Poskesdes Tanjung Balau,

Poskesdes t4iung Setelung)



t-

b.

2. Pustu/Polindes/Poskesdes

Sedang {Polindes Jermalik}

3 - Prrstrr/ Polin-des/ Poskesdes

Sangat Kurang (Polindes Batu Berian)

Puslcesmas Serasa-n Timur

1 . Pustu/ PolindeslPoskesdes

Tingg pustu Antng Ayam, Polindes Air

Nusa, Polindes Pa'aras)

r 2. Pustu/Polindes/Poskesdes

Sedang {Poskesdes Payak}

Puskesmas Midai

1. Pustu/PolindeslPoskesdes

Tingg {Pustu Air Putih, Poskesdes Batu

Be,lanak, Po,skesd,es Air K',rmpra,r, Polindee

Gunung Jambat, Polindes Sebelat)

2. Pustu/Polindes/Poskesdes

Sedang {Pustu Jambat Laut, Pustu Suak

Midai)

5

7

4

5

4

5

4 Wilayah IV

a. Rrskesmas Subi

Pustu 1 Polindes 1 Poskesdes

Tinggr (Pustu Subi Besar)

Pusfu / PoI ind e s / Poskesdes

Sedang {Pustu Meliah)

Pustu I Polinde s/ Poske sde s

Sangat Kurang (Pustu hrlau Panjang,

Poskesdes Kerdau)

1.

2.

3.

5

6

I

5 Wilayah V

a. Rrskesmas Pulau Laut

1.

2-

ftrstu / Polindes / Poskesdes

Tinggr {Pustu Air Payang}

Pushr/ Pol in d es I Poskesdes

Sedang (Ptrstu Tanjung Pala, Poskesdes

Kadurl

5

6

-imruoqnnqug
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E. INDEX DASAR BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN fl(PD)

F. INDEX DASAR BERDASARKAN STATUS PEGAWAI

G. INDEX FAKTOR PENGALI t

Besaran faktor pengali adalah 15O.OOO

RUMUS PENGHITUNGAN INDEX

Index untuk tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan adalah :

(KPU+PKSN+KPE+KPD+SP) x 15O.OOO = Total Jumlah Insen

H.

No Jenjang Pendi<likan (JP) lndex

A

1

2

3

4

5

6

B

1

2

3

lFoa EtrS

TEITAGA KESEEATAIS

sPK/ SLTA/ KE TURUAN /Dr /DII
DIPLOMA IIT

DIPLOMA rVl STnaTa r

APOTEKER

NURgE

DOTCTERUMUM/ GtCr.

- Dotrrter Umum/Gig UPf wilayah I

- Dolrfer 1;s,,rn/Gig UPf wilayah II
- Dokter Umum/Gigi UPT wilayah III

- Dokter Urertrtnlcigi UPt wilayah W

- Doker Umum/Gigi UPf wilayah V

TIrJTAGA ITOIS IIESTffATAIT

SLTA/KE ruRUAN/DrlDIr

DIPI,OMAIII

DIPLOMA rvl STRA"A r

2

3

6

12

10

30

36

42

64

75

1

2

3

No StatusPesaurai {SPI lndex
1

2

PTT

Harian Lepas

7

6

D RIZAL


